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Abatrak

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin ante seorang pria dengan wanita schagai
suami isteri dengan twjuan membentuk keloarga ( mumah tangpa ) vang bahagia
dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa { pasal 1 Undang — Undang
Perkawinan Nomor 1 Tabun 1974 ). Salah satu penghambat dari tujuan
perkawinan adalah dengan dilekukannya poligami. Dalam  Kitsh Undang —
Undang Hukum Pidana ( KITHP ). Poligami dimasukkan ke dalam Bab Kejahutan
terhadap asal — usul dan perkawinan, tepatnys di dalam pasal 279 ava (1) dengan
ancaman penjara paling lama 5 lima ) tahun penjara, adapun yang menjadi
penghalangnya adalah perkawinan vang telah ada. Berarti seorang laki — laki VAR
masih terikat perkawinan dengan seorang wanita, tidak diperkenankan untuk
menikah lagi dengan wanita lain, Kemudian ketentuan mdana poligami ini juga
dapat dilihat dalam Pasal 40 PP No. 9 Tahun 1973, yaitu ancaman pidana berupa
denda bapi vang melakukan poligami  tanpa  adanye  izin ister  dan
Pengadilan, Undanpg — Undang Perkawinan vaitu UL No. | Tahun 1974 sena PP
Mo, % Tahun 1975 pada dasarnya menganut asas monegami. Namun masih
diperbolehkan untuk poligami dalam keadaan terenty. [ dalam Undang —
undang, izin dan prosedur untuk polipami dipersulit, Wwjuannya untuk mencegah
terjadinya polipami yang dilakukan sekehendak hati lanpa batgsan, vang mang
apabila dibiarkan  maka tujuan dar perkawinan tidak dapat tercapai. Mamun
dengan ketatnya izin untuk poligami i, juga menimbulkan masalah baru, seperti
poligami vang dilakukan secara illegal.misalnya poligami tanpa adanya izin dari
sang isteri. hidup bersama tanpa adanya ikatan suami isterf, peroundikan. dan lain-
lain.
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PENDAHULUAN

A, Latar Relakang Masalah

Masalah poligami tidak hanya merupakan masalah perdata, melainkan juga
masalah pidana, The crime of having more than one current spouse is called either
bigamy (having two spouses) is & subset of the crime of palygamy (having more than
one spouse), and the law makes no practical distinction between the two' ( Undang-
undang di setiap negara melarang seorang laki-laki staw perempuan tidak menikah
dengan lebib dari satu orang yang hidup pada susty waktu.. Kejahatan vang memiliki
lebih dari satu pasangan sekarang disebut baik bigami (memiliki dua pasangan)
adalah subset dari kejahatan poligami (memiliki lebih dari satu isteiy, dan hukom
tidak praktis antara keduanva). Even in swates that separately criminalize hoth
polygamy and bigamy, either crime is committed when a married person first enters
into an unlawful marriage with a second person” [ Bahkan di NEgara-negara yang
terpisah criminalize baik dan poligami bigami, baik ketika melakukan kejahatan
adalah orang pertama yang menikah memasuki perkawinan yang sab dengan kedua

orang ). However, additional mamiages beyond the second would support prosecution

' hetpoilaw.jrank. ore/pases 2 ¥ 2 Pol ypamy-Crime
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for additional eriminal counts and possibly a longer sentence’ {Namun. tamhbahan di
luar perkawinan yang Ledua akan mendukung penuntutan pidana tambahan untuk
menghitung dan mungkin kalimat yang lebib panjang) .

Dengan lahirmya Undang-Undang perkawinan yang bersifat Universal bagi
seluruh warga  Indonesia vaitu Undang-Undang No. | Tahun 1974 dengan
seperangkal peraturan pelaksanaznnya yang berlaku di Indonesia merupakan suaiy
upaya yuridis untuk menpadaksn perubahan dan pembaharusn terhadap pola-pola
perkawinan dalam masyarakal banvak yang menimbulkan akibat negatif. Dari
perkawinan  yang semulanya dilakukan seenaknya menjadi perkawinan vang
dilakukan dengan syarat-syarat yang formal dan pasti dan dengan prosedur vang baik

Lerla feratur.

ULl Moo | Tahun 1974 masih tetap mempertabankan  berlakunve asas
monegami, Asas monogami ini jelss lercantum dalam pasal 3 oaval | 1) yang
menyatakan ;

Pada dasarmya dalam suatu perkawinan seorang pria hanva boleh
mempunyai seerang istri. Seorang wanita hanva boleh mempunyai seorang suami™,
Mamun bila suami mendapat izin dari pengadilan dan dari pihak istrl menvetujui hal
tersebut, maka poligami ity dapat dilaksanakan,sebagaimana disebutkan dalam pasal
Jayat(2):

T

! karya tlis Amnzal, Hubsrgan Undaeg - Lindanpg Nomer | Takun [U74 Deapan
Permiurar Pemerinnek Momoe (0 Tl 1937 Dalam Pelabsanaan Poligami Bap Pepawal Neperi
Sipil STIH Painan ., 1997 hal. 2. Dikutip dari Ridunn Syahrani, Porkewinan dan Perceratan bigri
Pegerwald Meperd Sipil, Jakorie, Media Sarana Press, 19848,



* Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristei lehih

dari searang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak vang hersangkutan™.”

Dralam melangsungkan sustu perkawinan poligami ind, adakalanva pihak laki-
laki  melskukannya  tanpa adanya izin dar istri pertamanya ataw  islo
sebelumnya.Perkawinan seperti ini mengandung unser pidana, dengan kata lain

perkawinan seperti ini sebagai lindak pidana poligami.

Dalam Undang-undang Perkawinan Nool ahun 1974 pasal 5 disebutkan.
suamt yang akan melakukan poligami harus memenuhi beberapa persyaratan, vakni
adanva persctujuan dari istri; adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin
keperluan-keperluan  hidup istri-istri dan anak-anak  mwereka (material); adanva
jaminan bahwa suami skan berlaku adil terhadap stri-istei dan anak-anak mercka
timmaterial). Bukan hanya itu, Dalam Undang-undang it juga disebutkan poligemi
harya dapat dilakukan jika istol mengalami cacat badan. tidak dapat menjalankan
kewajibannya sebagai istri dan tidak dapat melahirkan keturunan {pasal 4 ayar 23,

Sanksi bagi pelaku tindak poligami ini dapat dilihat dalam KUHP pasal 279
avat ( | ) vaitu :

*diancam dengan pidana penjara paling lama lima tabun @ (1) barangsiapa
mengadakan perkawinan padahal menpetshui bahwa perkawinan atay perkawinan —

perkawinannya vang telah ada menjadi penghalang vang sah untok i @ (2}

* Thid



barangsiapa mengadakan perkawinan padahal mengelahul bahwa perkawinan ot
perkawinan—perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk i,

Dalam pasal 284 avat (1) nomor 1a menyebutkan balwa -

* Diancam dengan pidana paling lama sembilan bulan bagi seorang pria yang
telah kawin yang melakukan gendad | overspel §, padshal diketahui bahwa pasal 27
BW berlaku haginva . Dimana pasal 27 BW tersebut berbunyi :

" Dalam wakty yang sama seorang laki-laki hanya diperbalehkan satu o
perempuan sebapal isirinya, seorang perempuan banya saty orang laki sebagaj
suAminya

Dari isi kedua pasal tersebut terlihat bahwa poligami maupun poliandri jelas
dilarang oleh Undang-Undang dan dapat dikenakan pidana bagi pelakunya, Tetapi
apabila kia likat pada Undang — undang perkawinan vakni UL Noo | tahun 1474
pasal 3 avat { 2 ), dimana pengadilan dzpat memberi jzin kepada laki — laki vang
ingin beristri lebih dari scarang apshila dikehendaki oleh pihak — pihak yanp
bersangkutan, maka dapat kita lihat bahwa Negara memang benar memperbolehkan
peligami namun harus melalul prosedur vang telah ditentukan dan dikehendaki aleh
kedua belah pihak.

Apabila kita lihat dewasa ini ada saja pihak - pihak vang melakukan poligami
liar, yaitu denpan cara diam — diam tanpa sepengetahuan pihak istri dan tanpa izin
pengadilan. Hal sepenti ini jelas dilarang alel Undang undany dan dapat dilakukan

lindakan hukum atas perbuatannya,
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PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelsh selesainya penulisan skripsi ini dan diikuti dengan beberapa penelitian
vang telab penulis lakukan. maka penulis dapat sampaikan suatu kesimpulan, Adapun
kesimpulannya adalzh scbagai berikut -

b Undang — Undang perkawinan di Indonesia menganul asas magami. namun dalam
keadapn tenentu dapat diberi izin untuk poligami dengan melakuken prosedur tenentu.
dimana tjuan das adenya prosedur 2290 poligami agar prakiek poligami ini dilzkukan
tidak seenaknya oleh masyarakal. schingpa orang-orang vang akan berpoligami adalah

mereka yung dapat berangpungjawab alas perbuatannyva (berpoligami).

. Piduna peligami merupakan perbuatan atau tindakan seorang vang melakukan
peligami tanpa mengindahken perawran dan prosedur yang telah diletapkan
Undang-undang, bagi pelanggarnya akan dikenakan sanksi pidana Adapun
ketentuan pidananya dapat kita lihat dalam Pasal 279 avat (1) KUHP vaitu berupa
sanksi penjara maksimal 3 ( lima ) tahun, serta dalam Pasal 45 avat (1) PP Nomor
9 Tahun 1975 yang sanksinya berupa denda. Namun pada saal sekarang ini sanksi
yang tepat diberikan adalab senksi penjara, karena sesuai dengan pertimbangan
keadilan, adapun tujuan dari sanksi ini adalah memberikan aspek penjeraan bagi

pelaku, dan member rasa takut bagi vang belum melakukan.
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